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ABSTRAK 

NAMA : Rahmah Daniah  

NIM  : 202010110311119 

JUDUL   : ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMBERLAKUAN BPJS 

SEBAGAI SYARAT JUAL-BELI TANAH DI TINJAU DARI ATURAN 

UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIAN (UUPA) 

Pembimbing  : 1. Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum 

  2. Sofyan Arief, SH., M. Kn. 

Jual beli tanah merupakan cara yang dilakukan oleh subjek hukum atau lebih 

dimana terdapat barang atau objek yang diperjualbelikan secara sah berdasarkan  

UUD peralihan hak atas karena jual beli Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan 

program Jaminan Kesehatan Nasional Presiden Joko Widodo mengeluarkan 

Instruksi No. 1 Tahun 2022 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan yang mensyaratkan BPJS sebagai peserta aktif pada permohonan 

pelayanan pendaftaran peralihan hak karena jual beli harus dilengkapi dengan 

fotocopy BPJS sebagaimana dengan dikeluarkannya Surat Dirjen PHPT ATR/BPN 

No :HR/02/153-400/II/2022 pada poin 17. Maka Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan pembahasan  Relevasi Jual Beli Tanah  Dengan Mensyaratkan 

Kartu BPJS Menurut Hukum dan akibat hukum dalam jual beli tanah ketika tidak 

melampirkan BPJS sebagai syarat peralihan hak atas tanah. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan normatif menggunakan jenis dan sumber analisis 

terhadap bahan hukum Primer,skunder serta mengidentifikasi implikasi praktis 

Melalui teknik pengumpulan data Studi Pustaka. Hasil penelitian jika ditinjau dari 

spesifik hukum agraria bahwasanya tidak ada relevansi antara BPJS dengan 

pendaftaran peralihan atas tanah karena tidak ada syarat pendaftaran peralihan hak 

karena jual beli dengan melampirkan Kartu BPJS berdasarkan pada 7 UU No 12 

Tahun 2011 secara jelas bahwa Intuksi No 1 tahun 2022 bertentangan dengan 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini jual-beli tanah dan 

Kesehatan merupakan dua hal yang  berbeda yang tidak memiliki keterkaitan antara 

satu sama lain. Maka akibat hukum dari jual beli tanah tidak melapirkan kartu BPJS 

pada pendaftaran peralihan hak karena jual beli tidak mengikat walaupun tidak 

dilengkapi dengan Kartu BPJS Kesehatan.Tetapi secara implementasi mempunyai 

kekuatan hukum yang kuat karena sertifikat hak atas tanah belum bisa diambil atau 

terpending  apabila tidak dilengkapi dengan Kartu BPJS. 
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ABSTRACT 

NAME : Rahmah Daniah  

NIM  : 202010110311119 

HEADING :JURIDICAL ANALYSIS RELATED TO THE 

IMPLEMENTATION OF BPJS AS A CONDITION FOR BUYING AND 

SELLING LAND REVIEWED FROM THE RULES OF THE BASIC 

AGRARIAN LAW (UUPA) 

Supervisor  : 1. Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum 

  2. Sofyan Arief, SH., M. Kn. 

The transfer of a right to land through a legal act carried out by the owner, 

through buying and selling, exchanging grants so that the transfer of land 

rights shifts from the seller to the buyer. In order to optimize the 

implementation of the Health Insurance program, the President issued 

Instruction No. 1 of 2022 that applicants for registration for the transfer of 

land rights due to buying and selling are active participants in the Health 

Insurance program, which means that the requirements for applying for 

registration services for the transfer of land rights due to buying and selling 

must be completed with a photocopy of the BPJS Kesehatan Card as issued 

by the Letter of the Director General of PHPT of the Ministry ATR/BPN 

Number:HR/02/153-400/II/2022.The author is interested in conducting 

research with a discussion of  the Relevance of  Land Buying and Selling by 

Requiring a BPJS Card According to the Law and the legal consequences in 

buying and selling land when not attaching BPJS as a condition for the 

transfer of land rights due to buying and selling. The research method used is 

a normative approach using the types and sources of analysis of primary, 

secondary legal materials and identifying their practical implications, through 

data collection techniques, namely Literature Studies.The results of the 

research in the specifics of agrarian law that there is no relevance between 

BPJS and the registration of the transfer of land rights because there is no 

requirement for registration of the transfer of rights due to buying and selling 

by attaching a BPJS Card In this case, buying and selling land and health are 

two different things that have nothing to do with each other. In this case, the 

presidential instruction is contrary to government regulations because the 

status of the presidential instruction is not in the hierarchy  of laws and 

regulations.   has strong legal force because the certificate of ownership of the 

transfer of land rights is pending at the BPN Office. 
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400/II/2022 Tentang BPJS sebagai syarat jual beli tanah 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. 

Undangan-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Peraturan   Pembentukan 

Perundang-Undangan 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah  

Undang-undang Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah  

  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang–Undang Pokok 

Agraria (UUPA)  

 

4.Website 

https://nasional.kontan.co.id/news/bpjs-kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-tanah-

bpn-untuk-optimalisasi-kepesertaan, diakses pada 1 februari 2024 

pukul 17.40,(online). 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4899032/jual-beli-tanah-harus-pakai-

bpjs-kesehatan, diakses pada,  15 februari 2024 pukul 21.20, (online). 

https://finansial.bisnis.com/read/20220301/215/1505772/mulai-hari-ini-bpjs-

kesehatan-resmi-jadi-syarat-jual-beli-tanah di akses pada1 mare 2024 

pukul 22.30,(online). 

http://notary-herman.blogspot.com di akses pada 5  maret 2024 jam  08.00. 
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